PEMERINTAH KABUPATEN AGEH TAMIANG

QANUN KABUPATEN AGEH TAMIANG
NOMOR : 21 TAHUN 2003
TENTANG
POKOK-POKOK PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH
BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIK
DENGAN RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

BUPATI ACEH TAMIANG,

Menimbang :

la bahwa dalam rangka meningkalkan akseletasi dan kualitas
D: sera

pamham]unancﬁ mupatmncen Fﬂmmr@leﬂhbﬂr{hyagmadanbuha&[
Pokek-Pokok F

Daarh yanq Jsb‘.h eﬁswsn elakiif, transparan dan dapat dtaerlanggung—

jawabkan sesusi dengan jwa dan semangat Olonomi Khusus Daerah

Manggroe Aceh Darussalam;

b. bahwa berdasarkan Pasal 23 aﬁl {1} Undang-Undang Hﬂ!m{ 25 Tahun

| 1998 temtang T antara Pusat dan
Daerah, ketentuan tentang Pokok-| Pnknk Pangsiolaan Kevangan Daerzh
diatur dengan Peraturan Dasfzh sesuai dengan Peraturan Perundang-
undangan yang berlaku;




a22

bahwa bardasarkan pedfimbengan sebagaimana dimaksud pada huilif a
dan b perl diatgr datam suatu Qanur.

tengingai :

Undang-Undang Nomor 72 Tahun 1999 teniang Pamenntehan Daerah
{Lembaran Negare Repubik Indonesia Tahus 1939 Nomor 80, Tambakan
Lembaran Magara Republix Indonesia Nomor 3838);

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangen Keuangan
antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik inda-
nesia tahyun 1999 Nomor 56, Tambahan Lembaran Negara Republik Indo-
nesia Nomor 3548

Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang.
Undang Nomor 18 Tahun 1997 tenitang Pajak Dasrah dan Retribusi Dasrah
{Lembaran Negara Repubiik Indonesia Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4048);

Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2001 tentang Otenomi Khusus bagl
Provinsi Daerah Istimewa Aceh sabagal Provinsi Nanggree Aceh
Darussalam {Lembaran Negara Repubiik (ndonesia Tarhun 2001 Nomor
144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonasia Nomor 4134;

Undang-Undang Nomer 4 Tahun 2002 fantang Pernbeniukan Kabupaten
Aceh Barai Daya, Kabupaten Gayo Luwes, Kabupaten Aceh Jaye, Kabu-
paten Nagan flaya dan Kabupaten Acsh Tamiang di Provinsi Nanggroe
Aceh Darussalam {Lembaran Negara Republik Indonesie Tahun 2002
Nomor 17, Tambahan Lembaran Negara Republik indonesia Nomor 4178);

Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewsnangan
Pemarintah dan Kewenangan Provinsi sebagal Daerah Gtonom, (Lembaran
Negara Republik indanesia Tahun 2000 Nomor 172, Tambahan Lembaran
Nagara Republik indonesia Nomor 3883);

Paraturan Pemerintah Nomor 104 Tehun 2006 tentang Dana Perimbangan
{Lembaran Negara RepubTk Indonesia Tahun 2000 Nomor 201, Tambzhan
Lembaran Negara Repubiik Indonesia Nomer 4021); :




. 8

Peraturan Pemerintah Nomer 108 Tahun 2000 tentang Pengelolaan dan
Pertanggungjawaban Keuangan Dacrah (Lembaran Negara Fapublik in-
donesia Tahun 2000 Nomor 202, Tambahan Lembaran Negara Repubiik
Indonasia Nomer 4022); i

Pematuran Pemerintah Nomor 107 Tahun 2000 tentang Pinjaman Dasrah
(Lembaran Negara Republik Indanasia Tehun 2000 Nomor 204, Tambahan
Lembaran Negara Republik indonesia Nomor 4024);

. Pesaturan Pemerintah Nemar 108 Tahun 2000 tenlang Tata Cara

Pertanggungjawaban Kepala Dasrgh (Lembaran Wegara Republik indo-
nesia Tahun 2000 Nomer 209, Tambahar Lembaran Negara Republik In-
denesia Nomor 4027);

- Peraturan Pemetintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan

Keuengan Kepala Daerah dan Wakit Kepala Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2000 Namor 210, Tambahan Lembaran Negara
Rapublik indonesia Nomor 4028);

- Peraluren Pemerintah Nomor 110 Tahun 2000 tentang Kadudukan

Keuangan DPAD {Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000
Mormior211, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4029y,

Keputusan Prasiden Republik indonesia Nomar 44 Tahun {998 terang
Tehnik P Peraturan P g-tindangan dan Bentuk
Hancangan Undang-Undang, Rancangan Peraturan Pemerintah dan
Hencangan Keputusan Presiden L embaran Megara Republi indonesia
Tahur 1999 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Repusiik Indonesia
Nomor —);

. Keputusan Menten Dafam Negeri Nomor 21 Tahun 2001 tentang Teknik

Penyusunan dan Materi Muatan Produk-Produk Hukum Dasrah;

Kepulusan Gubemur Provinsi Manggroe Aceh Danissalern Nomor 08 Tahun
2003 Tentang Penyeragaman Penyebuten Peraturan Daerah ienjadi
Qanun {Lembaran Daersh Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Tahun
2003 Nomor 8 Seri E Nomar 5).

323



Dengan Persetujuan Bersama,
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN ACEH TARIANG
BUPATI ACEH TAMIANG
MEMUTUSKAN :
Menatapkan :

CANUN KABUPATEN ACEH TAMIANG TENTANG POXKOK- -POKOK
PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH.

BAB |
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Qanun inl yang dimaksud dangan :
Daarah adalah Daerah Kabupaten Aceh Tamiang:
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati bsserla perangkat daarah otonom vang
lain sebagal Baden Elsskutif Dasrah;
a Bupah adalah Bupeti Acsh Tamiang;
a4, Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah
Dewan Perwakilan Rakwl Daerah Kabupaton Aceh Tamiang;
Sakretariat Dacran Kabupalten -selanjutnya disebut Sekretariat Dasrah
adatah Sekretadat Daerah Kabupaten Acsh Tamiang;
6. Sekretaris Dacrah Kabupaten selanjutnya dissbul Sekretaris Daerah
adalzh Sekretaris Daeran KabupaleﬂAr.e'! TFamviang; g
E DPRD adalah Aceh Tamiang;
Bagian Daerah;
Ksuangen Daerah adalah semua hak dan kewajiban dasrah yang dapst
dinifai dengan uang lermasuk didaiamnya segafa bentuk kekayaan yang
berhubungan dengan hak dan kewajiban dasrah tersebut dalam kerangka
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah; )
. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjulrya’ disingkat
APBD adalah suatu rencana keuangan tzhunan daerah yang ditstapkan

o

=]
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Peraturan Dagrah tentang Anggaran Pendapaian dan Belanja
Daerah;

. Pengguna Anggaran adalsh DPRD, Sekrelarial Daerah, Dinas Daerah,

L ambaga Teknis Dasrah lainnya yang berhak dan bertanggung Jawab
menggunalsan anggaran datar rangka pelaksanaan APBL;

Parhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daarah yang selanjutnya
disebut perhitungan APBD adatah laporan pefaksandan atas anggaran,
yang mefiputi pensrimaan dan pengaluaran dalam tahun anggaran yang
bersangkutan;,

Qanun tentang APBD, Perubahan APBD dan Perhitungan APBD adalah
dokumen yang diterbitkan Pemerintah Dasrah yang diundangkan dalam
Lembaran Daerah;

Penern D h F i h dal Period:
tahun anggaran yang bersangkutan;

Pengeluaran Daerah adalah semua Pengeluaran Kas Daerah dsfam

perioda tahun anggaran tertenta yang bersangkitan;
Pendapatan Duerah adalah semua Penerimaan Kas Daaerah dalam Pericde
Tahun anggaran bersangkutan yang menjadi hak Daerah;

Surplus Anggeran Daerah tarhadap Balanja
Dasrah;

Defisit Anggaren adalah selisih kurang pendapatan Dasrah terhadap
Bolanjs Dasrah;

Balanja Dagrah adalah semua Pengeluaran Kas Dagrah dalam Perode

tahun anggaran tertentu yang menjadi beben Daarsh;

Famblayaan adalah seluruh transakel Keuangan Daerah yang
i menutup sefisih antaraF Daerah dan Belanja

Daarah;

. Barang Daerah adajah semua barang mifik daersh yang berasal dari

pembelizn dengan dana yang bersumber seiuruhnya atau sabagian dari
AFBD dan atau berdsal dad perolehan lannya yang sah;

. Utang Daerah adalah jumiah uang yang waflo dibayar Daerah sebagal

akibet penyerahan Uang, barang dan ataijasa kepada Daerah atau adbat
lainmya rkan Peraturan Per [y 1 yang berteku;
Piutang Daerah adalah jumiah uang yang menfadi hak Daerah atay
kewafiban pinak lain kepada Daerah sebagal akibal penyarahan uang,
barang dan alau jasa oleh Dasrah atac akibat fainnya berdasarkan
peraturan perundang-undangan yang betaku;

Pinjaman Dascah adalzh somua transakst yang mengakibatkan Dasrah

325




o
]

28,

2

5]

28,

menegrima dari pihak iz sejumlah Uang etau mantaat bemilai uang
sehingga Deecah dibebsani kawayrran untuk mambayar kembali figak
termasuk kredit jangka psndek yang tazim taradi dalam perdagangan;

. Belanja Administrasi Umum adalah knmpcnan belanja rutin yang

manfastnya tidak secara iangsung manuw;ang palayanan public
Belanija Operasional dan Pemeliharsan Sarana dan Prasarana Umum
adalah pangefuaran sebagal akibat dad adanya’ Belanja Modalinvestasi
tahun sebelumnya;

Belanfa Modal/lrvestas! adalah Pengeluaran-pengsiteran yang barsiat
investasi dan menambah kekeyaan Deerah;

Pengel tersangha sdaiah ik aktivias yangidek
diduga ata kejad di

bencane sosial, dan pengeluaran tidak lersangka 1a|ﬂnya yang sangat
dipedukan dalam rangka p kewenangan F

Daerah;

. Dana Cadangan adalah dana yang disisibkan untuk menampung kebuiuban

yahg memerukan dana relafif basar yang tidak dapai dibebankan dajam
satu fahun anggaran;

. Kas Daersh adakeh tempat penyimpanan vang Daerah yang diteniukan

oleh Bupstl;

- Bendaharawan Urnum Dagrah adalah Pelabal yang dibeni kewanangan

olah Bupati unfuk mengelola penerlmaan dan pengeluaran Kas Daerah
sata segala bentuk kekayaan Daerah lainnya;

. Pemagang Kas ada!a'm solfap orang yang diturfuk den diserahi tugas
i APE

rangka

di setiap Unit Kerja Pangguna Anggaran Daersh.

BAB U
PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH
Baglan Pertama
Pajabat Pengelola Keuangan Daerah

Pasal 2

{1} Bupatiadatah kek umum Pengelc Daerah;
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{4}

tugaanya (1) pasal
ini, berdasarkan Qanun dzn Peraturan Penundang-undangen yang berlaki;
Bupati sebagaimana dimakoud ayat (1) pasal i, depat mendalegasikan
sobagian atau seiurh ;cewenangznnya kepada Sekrstaris Daerah atau
Ferangkat Pengsinia Keuangan Daeral
Pemegang Kas tdak boleh m?':-mgka; sabagei Pejabat Pengelola
Keuangan Daarah laimmya.

Bapian Kedua
Arzs Uinum Pengslolaen Keuangan Dasrah
Pasal 3
Pengeliaan Keuangan Dasiah dilzkukan secara tertib, cfisien, efeki,

transparan dan bartanggung jawab dengan mempeshetikan azes keadilan
dan kepaiutan.

P Kauangan Daerah sehagaim dimalsud ayat (1) pasal ini,
barsitat aspiratif terhadsp kapen!mgan public
Kauangsn D: imana dimaksud eyel (1) pasaini,

dan pe.ftanggunmawaban serta realites APED,
Bagian Kellga
Prinslp Ponyusunan APED
Pesal 4
Bupati bersama DPRD menetapkan arah dan ksbijaken anggaran sebegal
Landasan RAPBD;

Bupatl bersama DPAD menstapkan Qanun tenlang APED, Perubatian
APBD dan Perhitungan APBD berikut lampiranmya.

Pasal 5
APBD disustn dengan pendekatan kinera;

APBD sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini, merupakan desar
Fengelofaan Keuangan Daerah datam Tzhun Anggaran terentu;
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(3]

Tahun fiskal APBD sama dengan Tahun fiskal Anggaran Pendapatan g,
Belania Negara.

Pasal &

(1} Jumiah Pendapatan yang dianggarkan dalam APBD merupakan perkiraar
yang terukur secara rasional yang depat dicapal uniuk seliap sumber
pendapatan;

{2} Jumlah Pengstuaran yang dianggarian dalam APED harus didukung
dengan ke;l:\st\anﬁersed\anya psncnmaan :ﬁalan jumlati yang cukup;

= batas tertinggl
uniuk setisp ;en]s be!awa

Pasal 7

Setiap Penerimaan Daeral dan Pengeluaran Deedah dicatat dan dijabarkan
dalam AFBD.

Pasal 8
Shtiap Pejabat dilarang malakukan kebjakan dan findakan yang berakibet
pengeluaran atas beban APBD apshila lidak dianggarkan dalam APED atau
tidak cukug tersedia anggaran untuk membiayai pengeiuaran fergebut.
Pasal ©
APBD, Peribshan APBD dan Perhitungan APBD ditetepkan dengan Qarnun.
BAB 'l
PENYUSUNAN DAN PENETAPAN APBD
Bagian Pertama
Strukiur APED

Pasal 10

(1)} APBD marupakan séu Kesatuan yang meliputi :
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a. Pendepatan Daerah;
b. Belanja Daerah;
¢. Pembiayaan Daersh.

2} Unsur satu kesatuan APBD sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini,
adaiah:
5. Selisih lebin Pendapaian Dacrah tarhadap Belania Daerah dissbut
Surpius Anggaran,
b. Selicih kurshg Pendapatan Dasran tethadap Batanja Dasrsh disebut
Defisk Anggaran,
6. Jumiah pembiayazn sama dengan jumiah Surplus/Defisit Anggaran,

Bentuk ringlesan APBD dan bentuk ringkasan Perubahan APED besertz
penjabrrannya disusun secara informatlf dan transparan sebagaimana
dimaksud ayat (1) Pasal Inf, yang formammya sebagaimana tercantiim dalam
Lampiran |, Lampiran H, Lampiran il dan Lampiran ¥ yang morupaken
bagian tdek ferpiszhkan dar Qanun inl;

8

(4} Perubshan didalam penj f Daerah yang
s n olsh Peral Paru wangan yang lebih fingg! dan
atau Qantn ditstapkan dengan Kepu!usan Bupati.
Pasal 11
Pendapatan Daarah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) hunst a
Qanun ini meliputi :
‘a. Pandapatan Asl Deerah, terdiri dari |
1. Pajak Daerah;

2. Retribusi Daerah;
3. Bagian Laba Badan Usaha Milik Daeraly;
4. Laindain pendapatan asli Daerah yang sah.

B3 Pana Psnmhangan, terdir dari :

Dana Alckasi Umurn;
Dana Alokasi Khusus;
Dana Kontigens! atau Dana Darurat.

it i o
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o Leindain F‘Endapata!‘l Dasrah yang sah.
Pasal 12

Belanja Dacrah sebagaimana dimaksud dalam Pasa! 10ay=k (1) hurf b Qanun
inf meliputi
. Qrganisasi dan fungsi pada Peraluran g igan
yang bedaku;
2. Jenis belanja Dacrah lerdin dari :
a. Belanja Administrasi Umum :
1). Belanfa Pegawai;
2). Belanja Barang;
3). Belanja Perjalanan;
4). Betanja Pemefiharaan.
b. Batanfe Operasi dan Pemellharaan ;
1). Belania Pegawal;
2}, Belanja Barang;
3). Belanja Peralanan;
4). Belanje Pemefiharaan.
c., Bolanja Modai -
1). Belanja Publik;
2). Aparatur.
d. Pengefuaran Transler;
‘s. Pengaluaran Tidek tersanglea,

Pasal 13

{

Pembiayaan Casrah sebagaimana dimaksisd Pasal 10 ayai {4} humf ©
Qanun i, makiput :
4. Sumber Penerimaan Dasrah :

1). Sisa lebih perhitungan anggaran tahun lalu;

2). Dana cadangan;

3). Pinjaman daerah;

4). Penjualan assel dasrah yang tidek dipisahkan,
b, Sumber Pengeluaran Daerah :

1). Transfer ke dana cadangan;

2). Penyertaan madal;

8). Pembaysran pokok pinfaman yang jatuh fempo.
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Fm{aman Dasrah sebagaimena dimaksud ayat (1) hunsf a una'ksaPasat
inf, dapat bersumber dart Dalam Negeri dan Luar Negeri.

Pasal 14
Selain sumber yang telah Daerah
-dapat mencari sumer-smhef pamblay:an iaJnnya baik Plnjaman,
guna P Dasrah; "
F dapat bentuk ‘w.n-malau
bentuk investasi lainnya jang hal fersebut

baik jangka pendek maupun jangka panjang, yang dapat mamberlkan
manfagl bag

Kebijakan Dacfah sebagaimana dimaksud ayat (1} dan ayat (2) pasal ini,
dengan berp pada k ng-

undangan;

Pememtaia Daerah bertanggung jawab atas pengslolaan kebfjakan

dmmwm i ‘M-'uyatmdanayatm
Pasallri, dan setiap
pelaksanaanmya kepaaa DPRD.
Pasal 15
Pemernish Daerah dapat dana guna i
gy satu Tahun Anggaran;
Dana dibentuk dengan & tahunan dari p

APED, kecuall dari dana alokasi khusus, an]amem Daerzh den Dana.
Darural;

Penganggaran Dana Cadangan wbugairmna dimaksud ayat (1) pasal
ini, ditelaplkan dengan Kepu!usan Bupatl;

(1) Pasal ini, dan semua belarja atas beban tana cadangan dicatat dan
diikelota dalam lampiran tersendiri dari APBD.
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Bagian Kedua
Proses Penyusunan APBD
Pasal 16

APBD disusun dengan pendekatan kinerja sebagaimana dimeksud pasal §

ayat {1} Qamun disusin dangan arah dan kebijakan tmum Pemerintan

Dasarah, antara tain memuat ;

2. Sasaran yang sesuai dengan hungsi belan;

b.  Pslayanan yang akan dicapai dan perkiraan biaya satuap Komponan
kegiatan yang bersangkutan;

<. Baglan pendapatan yang memblayal belanja administras] umum, belanjz
operasi den pemeliiaraan serta bélanja modal,

Pasal 17

Bupati menyusun strategi dan priorites APBD berdasarksn arah dan ke
bijakan umum APBD sebagaimana dimaisud dalam pasal 16 Qanu

1}

APBD strategi dan prioritas
sud ayat (1) pasal inl, ¢engan memper-
dan ievangan Dasrah.

Bagian Ketiga
Proses Pendapatan AFBD
Pasal 18
(1) Bupatl manyampaikan Rancangan Clanun tenizng APBD kepars DPRD
untuk mandapatkan perselujuan; .

(2} Apabila Rancangan Qanun tentang APBD sebsgaimana dimaksud ayaf
(1) pasal ini, tidak disefujui DPRD, Pemerintah Dasrah berkewajiban
menyerpuriiakan rancangan APBD tersebut;

APBD i i

ayat (1) pasa! inl, harus disampaikan kemball kepada DPRD selambat-
lambatnya 30 (figa pulufi) har sajak tanggal tidak disetujul;




|

|

1#) Apablia Rancangan Qanun tentang APBD sebagaimana dimaksud syat 3
pasal inl, idak disstujul DPAD, Pemerintah Daerah menggunakan APBD
tahun sebelumnya.

‘ Baglan Keempat

| Perubahan APBD

‘ Pasal 18

(1) Perubahan APBD dilakukan karena :
| & Kebijaksn Pemarintah dan atat Pamerintah Daerah yang berslfat
stralegis; .
h. Penyesuaian skibat tidak'tercapainya targst penerimaan Daerah yang
ditatapkan;
o Tedadings kebutuhan mendssak.

(2) Perubshan APBD dilstapkan paling lambat 3 (Hga) bulan sebelum Tahun
Anggaran berakhir.

i Pasal 20

{

Pemerintan Daerah dengan Parsetujuan DPRD untuk meningkatkan
fisk ifi dan yang sangat

: dapat { yang selanjutay
' dalam perubahan APBD;

(2) Anggaran yang dapat dliakukan pergeseran adalah anggaran yang
ditetapkatt APBD yang barsangkutan.

BAE IV
. PELAKSANAAN APBD DAN TATA USAHA KEUANGAN DAERAH
Bagian Perlama
Dasar-Dasar Pelaksanaan APBD
Pasai 21

{1) Pejabat Pengalola APBD ditetapkan dengan Keputusan Bupati;




{#] Tugas dan fungsi Pejabat Pengelola APBD sebagaimana dimaksud ayat
(1} pasel ini, sesual dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
yang berlgku.

Pasal 22

I snggaran mengg gister yang jenis dan
penggunaannya diatur dengan Keputusan Bupuﬂ: sasual dengan Ketentuan
peraturan perundang-undangan yang baraku.
Baglan Kedua
Polaksanaan APBD

Pasal 23

(1} Sefiap wgkat Deerah yang atay mene-
tima Pandapatan Dasrah wajib melaksanam" !menslﬁkasl pendapatan;

(2) Seruamanfaat yang bemilal uang berupa kemisi, rabat, potongan, bunw
atau nama lain sebagai akibat lain dari penjualan dan alsu pengadean
barang dan alau jasa dan dar dan alay vang
Daerah merupakan pendapaten Daeral;

(3) Semua Pendapatan Daefah sebagaimana dimaksud ayat (2} pasal ini,
secara brute harus disetor ke Kas Daerah sesuai dengan ketsntuan
peraturan perundang-undangan yang heriaku.

Pasal 24

ke Kas Daerah
seWambaHambainya :kalam Jangka viakiu 1 sa'u) kali 24 {dua puluh empal}
jarh.

Pasal 25
Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasat 24 Qanun ini, berlaku bagi

Pagawai Negeri Sipil dan Pgjabal lainnya yang herkewﬁ;rban untuk melskukan
pényatoran pada Kas Dasrah,
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Pasal 26

(1) -Setiap tindakan yang mengakibatkan tindakan pengeluaran atas baban
APBD lidak dapatl dilakukan sebelum ditstapkan dalam APBD;

(2} Dalem keadaan Bupati dapat membef kepada DPRD
untuk tindakan yang pelampauan

(3) Pelampauan anggaran sebageimana dimaksud ayat (2) Pasal ini, diajukan
kapada DPRD pada tahun anggaran yang bersangkutan untuk mendapat-
kan parsetisjuan.

Pasal 27

(1) F i dirnaksud dalarm pasal 12 huruf
e adalah pengeluaran untuk penanganan bencana elam, bencana sosial
dan pehgeluaran tidak fersangka lainnya yang sangat diperiukan dalam
rangka penyelenggaraan kewenangan Pemerinteh Daerah;

@ aran tidak i dimaksud pada ayat
{1} pasa! ini, harus terlebit dahulu mendapatkan parsefujuan DPRD;

(8) Anggeran Pengeluaran tidak isrsangka sebagalmana dimaksud pada ayat
(1) pasal Inl, diberitahuian kepada DPRD.

Pasal 28
Semus Pengeluaran atas beban APBD diterbitkan dengan Keputusan
Pemegang Umum Pengelola gan Daerah.
Pasal 28
APBD harus didukung bukdi sesuai

H
katentuun peraturan perindang-undangan yang berlake;

(2) Pejabat yang diberi dan atau
alat bukti yang meﬂ]amdasa!pe\ atas beban APBD
fawab atas kebenaran dan akibat dari penggunaan slat buki tersebut.
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Pasal 30

(1} Penggumasn anggaran wajib i Suret P
(SPP} untuk pengeluaran atss behan APED sebagaimana mmaksud pazal
29 ayat (2) Qanun ini;

{2} Pembayaran yang mambebani APBG ditakukan dengan Surat Perintah
Membayar Uang (SPMU),

Pasal 31

Pembayaran afas beban APBD dilalcukan derigan beban tetap dan atat batan
sementara.

Pasal 32
{4} Pemb: yyan beban & { pasal 31 Qanun
lmdnakukan unluk pembayaram
a. Bala Iah bunga hutang dalsm anggaran befanjs

mmwsmsn umum;

b, Pelaksanasn pengadsan barang dan ziau Jawa termasuk uniuk
sandid ik dadam anggaran

belanja admmmrasu UM MabpUn aﬂgm“ balanjz modat, yang

nllainya sesuai dengar: peraturan perundang-undaﬂg—m yang nen

Pemibayaran derigan beb

31 Qenun ini, dilakukan untuk pembayaran kapPHllsﬂ |a\n mluar

ketentuan sebagaimana dimaksud ayet (1) pasal ink.

»

Pasal 33

() F Keuargan Daerah
pada Standar Akuntansi heuangzm Pemerintah Dasrah yang beraku;

{2} StendarAkuntansi i va dimeksud
ayat (1) pasal ini, dumapkan denqan Kawlusan Bupati;

(3 Sepanjang Standar Akuntansi Keuangan Pemerintah Dacrah batum”
tersusun, Daerah menggunakan sistem dan prosedur Akurfansi yang
dmbrgunalvsn saatini.
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BAB V
PERTANGGUNGJAWABAN KEUANGAR DAERAM
Baglan Pertama
Laporan Triwulan

Pasal 34

Bupali menyampaikan lapocan triwulan pelaksanaan APBD paling lambat
* fsatu} bulan setelal tiwulan yeng bersangkutan bembkhin

Formatla aimane di dayat (1} pasalni, lercastum dalam
lampiran Bl yang merpakan bagian tak terplisahkan dari Qanun.

Baglan Kedus
Laporan Perlanggengiawsben Keuangan Dserah
Pasal 25
Satelah teh i a 1 ‘ertanggung.

jawaban Keuangan Daerah;

Laporan pertznggungiawaban sebagaimana dimaksud ayat (1) pasat ini,
ditetaplen paling lambat 3 {tiga) bulan sstelah tahun enggaran beraktin,

Pasal 38

Laporan Peranggungjawaban Keuangan Daerah pada akhfr tahun
anggaran terdi atas

a. Laperan Pemiiungan AFED;

b, Nota Pethitungan APBD.

Laporan sebagaimeana dimaksud ayat {1} pasalini, sesual panilalan kinerja

dan tolok ukur rencana sirateqis;

Tujuan laporan selsagaimana dimaksud ayat {1) pasa I, adalah sk
mendukung penligian atag 1 Ikebijakan : p
Pemerintai; Dasrah;
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(2)

Format iaporan sebagaimans dimaksud ayat (1) pasal inl, tercantum dalam
Lampiran V dan Lampiran VI yang merispakan bagian tak terpisahkan day
Qanun ini.

Baglan Ketiga
Perhitungan APBD
Pasal 37
Setiap akhir tahun anggaran Pemeriniah Daerah wa;ib mem!mat par-

hiiungan APBD yang memuat n antara
APBD dengan penetapan APBD;

Perhi APBD harus selisin anlara realisasi penerimaan
i d: isasi d @nggaran

dengan
Bagian Keempat

{4)

i5)
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Pasal 38

DPRD seiam si dapat renerima Laporan
uangan D i mm:lksut! pasal3s

Qanun ink;

Penari dan Laporan Partar
Daerah didasarkan pada alasan-akesan rasional, objektif dan cﬂnsapkm
pada Keputusan DPRD;

Apabila DPRD menolak laporan Pertanggungjawaban keuangan deerah
sebagaimana dimaksud pﬁsa‘ 36 Qanun ini, Bupati berkewajiban
Lalau pan Daerah;

F naan Laporan Per Keuangan Daerah
i f2 ayat (3) pasal i ]

wakiu se!m'nba:—lamhamya 30 (figa pulsh) hari;,
Apabila dalam jangka wakiu 30 {liga puluh) hari setelah disampaikan




penyempurnaan tetapi belum memperoleh persetujuan DPRD, maka
Laporan Pertanggungjaweban Keuangan Daersh fersebut dianggap telah
ditedma;

(6) Apabila Lapdran Perlanggunglawaban Keuangan Daerah sebagaimana
dimaksud ayat (5) pasal ini, tidak diterina umiuk kedua kaiinya, DPRD
dapat mempergunakannya sebagai bahan evaluasi kinerja Bupati;

{7) Laporan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah pada akhir tahun
anggaran yang sudah disetujui oleh DPRD ditetapkan dangan Qlanun,

BAE VI
PRINSIP-PRINSIP PENGELOLAAN KAS DAERAH
Buku Kas
Pasal 38
{1} Bandaharawan Umum Daerah mempergunaknn 1 (satu) buku kas;

(2} Scliap dan datam buku kas
sekeﬁm ftu juge dan diutup sestial dmgsnkelenmn paratutan parincang-
* undangan yang berlaku;

{3) Sisa kes tahun yang lalu harus dipindahbukukan sebagai sisa kas
permulaan lahun berkuinya.

L1 Pasal 40

Bendaharawan Umuim Daerah harus mengirimican lerbaran asli dan 1 (satu)

tindasan  dard buku kas kepada Sekreiaris Daerah mefalui sera dengan

‘Perselujuan Bagian Keuangan dengan melampirkan surat-surat bukti

penerimaan/pengeluaran yang telah memenuhi syarat-syarat pelunasan.
‘Pasal 41

(1) Pemegang Kas wajlb mengiimkan Surat Pertanggung Jawaban (SPJ) pada

Sekrstaris Daerah melaiul Bagian Keuangan paling lambat tanggal 10
(sepulun] bulan barkutnys;
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(2) Dalam hal SPMU belum diterbitkan, Pemegang Kas tidak melakukan
pencaiatan dan membuat Sural Petangoung Jawaban nihil;

(3) Dalam hal kegiatan stidah selesal pernegang Kes tidak mengirmkan $pJ
nifaify
{4) Pemegang Kas hanes menyelor kembali sisa uang umiuk diparianggung-

jawabkan yang tidak dipargunakan ke Kas Daaerah dengan menggunaken
surat tanda panyetaran menurat ketentuan pasal 22 Ganun ini.

Fasal 42
Semua Surat Perintah Membayar Uang (SPMU) harus diterbitian langsung

atas nama yang berhak menarima, kocuali belanja pagawai dan beban
semantara;

(2) Semua Surst Perintah Membayar Usng (SPMU) baban semantara masttk
ke rekening atas nama pemsgang kas dan atassniangsung.

Pasal 42
{1} SumlDem‘uh Msmbayaruang (SPMU) yang hilang, terbakar, rusak, dicuri
an falis-ain, i 2t Membayar Uang Pengganti;
{2) Tatacara | clatur lebi jut dengan Kaputusan
Bupat.
Pasai 44

{1} Pengeluaren Dasrah yang tidak berupa uang funal stan surat barharda,
dan tidak melalui kas, tetap! mengakibatkan penambahan 1 {satu) atau
‘beberapa ayat penerfimaan danateu pangurangan 1 (satu) ataw beberapa
pl pengetuaran sampai suatu fumiah yang sama, tidak diselesaikan

uret Perintah Uang (SPMUY;
{2 1 gai dimeksud pada ayal (1) pasalinl, dimuat delam
APBD, di DakarF

tratif {DFA).
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Pasal 45

{1) Penerimaan yang fidak berupa uang atau sural berharga tetapi yang
mengakibatkan panambahan 1 {salu} atay beberapa ayet pasal penge-
luaran dan atay pengurangan 1 (satu) zlaw beberapa ayat penerimaan,
sampai suiy Jumlah yang sama dimuat dafam Pertitungan Anggaran
Kauangan dengan men kan Dattar F
qebaralmamuimkw:i pasal 35 ayat {1) Qanun ing

{2) Ketantuan snhaga-ma’ia mmakr.uu pada ayat (1) casal inf, tidak bedaku
terhadap dangan jalan gan pada
Susat Perirdah Memhayar Uang (SPMU).

Pasal 46

Dalam haf pgnagihan Daerah tidak difakukan dengan jalan psmotongan pada
Surat Perintah Membayar Uang (SPMU), maka selain msngenai pajai
penagihan diiakukan dengan mengaluarkan :

& Surat Parintzh Penagihan atau;

b. Surat Perintah Panaginan Barutang.

BABR \.fil
KERUGIAN KEUANGAN DAERAH
Pasal 47
{1} Setiap keruglan Keua.uga'm Daerah balk vang langsung maupun tidak
fangsung s ai akibat hukum dan

harus digantl oleh yang bersalah dan atau falal sesuai dengan ketentuan
peraturan peiutdang-undangan yang beraku;

{2) Sefiap pimpinan peranglat Daerah wajib melakukan tuniutan ganti kerugian
segera satelah diketahui batwa dalam Perangkat Dasrah yang ber-
sangkutan terfadi kenigian akibat perbuatan da pitek manapur;

{3} Penyalasaian kerugian Keuangan Daersh, sebagaimana dimaksud dalam
ayat {2} pasalini, ditakukan sesual dangan ketentuan peraliiran penindang-
undangan yang beraky.




BAB v
PENGADAAN BARANG DAN JASA
Pasal 48
{1} Pengadaan Barang dan Jasa hanya dapat dibebankan pada APBED
sepanjang barang atau jasa tersebut diperiukan untuk petaksanaan
latan sesual dongan fugas pokok dan fungsi Perangkal Daeeah yang
bersangkutan;

(2} Pengadaan Barang dan.Jasa Daerah ates boban daerah diatur lebin fanjut
dengan Kepuiusan Bupafi;

(3) Pencatatan Barang Dzerah dilakukan ofeh instans; Ppengeioia Bamng
Daerah sasual dengan Standar Akuntansi Keuangan Pemerintah Daerah;

(4} Sekretariat Daersh, Sekretarls DPRD, Kepala Dinas Dasrah, Kepala
Lemhaga Teknis Dasrah adalah Pengguna dan Pengelala Barang bagi
Sakretariat Daerah, Sakretasiat DPRD, Dinas Dacrah dan Lembega Teknis
Daerah yang dipimpinnys,

Pagal 49

Pengguna barang wajiy mengelola Barang Daerah sesyzi dengan paraturan

pswndawgﬂndanganyangheﬂnku‘

Pssal 50

{1) Dalam hat pengelola Barang Daorah menghasilkan penerimaan, maka
penerimaan lersebut disetor selurshnya ngsung ke Kas Daerah;

(2) Sepala sesuatu yang berkailan dengan pangelotaan Barang Daerah yang

maliput] invastasi, pemeliharaan, perubahan status hukum dan jain-ain
diatur tebih lanjut sesuai denpan peratursn Perundang-undangan yang
berlaku.
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BAB 1X
PINJAMAN DAERAH
Pasal 51

Seliap Pinjaman Daerah dilakukan dengan perselujuan DPRD dan
parianjiznnya dilndangkan dalam Lembaran Dagrah;

Pinjaman Daerah yang bersumber dart luar neger ditakukan melalui
Pamenntah Pusat;

Pemarintah Daerah tindakan
terhadap pinjaman pihak lain yang mengakibatikan beban atas plek lain
tersebut yang mengakibatkan beban ates Keuangan Daerah;

Serrsa pembiayaan yang merjadi kewajlian Daarsh darl pijamen Dagiats
yang tempa dalam APBD;

Pemerintah Daerah walib menyelenggarakan administrasi Pinjaman
Dasrah, dan secars berkala pada DPRD y
disampaiian kepada Menter Kevangan;

Pelaksanaan Pinjaman Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan
{2} pasal ini, sesuai dengan kelentuan peraturan perundang-undangan
‘yang bariaku.

BAB X

PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN FENGELOLAAN
KEUANGAN DAERAH

Bagien Pertama’

F F Daerah
Pasal 52
B n Umum atas APBD dilakukan oleh DPRI
Pengawasan sebagaimans dimaksud pada aval (1) pasal ini, sesusl dengan
peraturan yang




Pasal 53

{1} Bupati mengangkst Bawasda Kabupaten Acen Tamiang yang berlugag
P ninternal etas pi Kevangan Daerah;

(2) BawasdaKabupatsn Aceh Tamiang selaku Pengawas intemal Pengelolaan
Keuangan Daerah setzgaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini, tidax
diperkenankan merangkag jabatan fain di Pemerintah Daerah; ®

{3) Bawasda Kabupaten Ace Tamiang seiak pengawas intarna! Pargelola
Keuangan Dasrah sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal inf, melaporkan
hasil pengawasannya kepada Bupati.

Bagian Kedua

F Pengelotaan gan Daerah

Pasal 64

F &tas T csanszn, dan
Keuangan Daerah difakukan sesua dengan ketontuan peraturan perundang-
undangan yang berlaku.
BAB Xt
SISTEM NFORMASI KEUANGAN DAEHAH
Fazal §5
(1} Daerah wajib menyampaiken informasi yang barkaitan dengan Keuangan
Daerah kepada Menteri Dalam Maged, Menteri Ketamgan dan Menteri
Teknis terkait :
{2} Jenis informas! sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini, antara
fain:
A APBD, Perubatian APBD, Perhifungan APBD seria Leporan Teiwutan;

b. Meraca Daerah;
€. Dana Cadangan Dagrak;
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d. Pinjeman dan Hibah Daerah;

a. Pidtang;

£ La;wzm Keuangan BUMD;

9. Data yang berkaitan dengan kebutuban dan pninnsn Daeran.

L&

=

Bantux laporan Miormasl yang disampaikan dapat berupa narasi, tabel
danatau grafk yang memenuhi prinsip-prinsip akurasi, sederhana, mudah
dimengert, relavan dan dapat diperlangoungjewebkan;

(4) Sistem dan Prosedur unluk menghesilken informasi Keuangan Dasrah
sebagaimana dimaksud ayat (2) pasatini, diatur dengan Keputusan Bupati
dalam bentu buku pedoman Sisten: Akuntansi Keuangan Daarah.

HAB XHI
KETENTUAN FERALIHAN
Pasal 56

Semua pengelolaan K: Daerah dil tetap
‘bertaku sspanjang tidak bertentangan dengan Qanun inl.

BAB Xiit
KETEMTUAN PENUTUPR
Pasaf 57

: Hal-hal yang belum diatur dalam Qanun ini, sepanjang menganai teknis
pelaksanaan diatur lebin Ianjut dengan Keputusan Bupati.

Pasal 58

Qanun inf mulai barlzku pada tanggal diundangkan.

Agar satiap orang dapat meno
Qanun ini dengan panempatannya dalam Lambaran Daerah Kabupare.u\ceh
Tamiang.
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‘Disahkan di : Karang Baru
21 November 2003 M.
Padafanggal - —
26 Ramadha:\ 1424 H

Pj. BUPATI ACEH TANMIANG

ABDAIL LATIEF

Diundangkan di : Karang Baru

22 Novembar 2003 M.
Padatanggal -———— e

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN ACEH TAMIANG

A =
Pembina Tk §
Hip. 010 035 253

LEMBARAN DAERAH KABUPATEM ACEH TAMIANG TAHUN 2003
* NOMOR 23 SERI E
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Lampiran | : QANUN KABUPATEN AGEH TAMIANG
TENTANG POKOK-POKOK PENGE-

LOLAAM KEUANGAN DAEAAH

NOMOR 21 TAHUN 2003
21 NOVEMBER 2003 M.

TANGOAL : Sommt 0 2000 M
26 RAMADHAN 1424 H.

PEMERINTAH KABUPATEN ACEH TAMIANG
RINGKASAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELAMJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN .

NCMOR URAIAN JUMLAH
¥ 2 : 3

i PENDAPATAN

1.1 Pendapatan Asli Dasreh

1.1t | Pajgk Dseran

112 | Relrbusi Daerah

113 | Hagian Laba Usaha Dasrah
144 | Laindain Pendapatan Asfi Dasrah

12 Dana Perimbangan

121 Bagi Hasil Pajek dan Bukan Pajak
122 Dana Alokasi Umum
1.2.3 | Dana Afokasi Khusus

13 Lain-laln Pendapatan yang Sab

Jumiah Pendapatan




BELANJA
Aparatur Daerah

Belana Administrast Umum
Belania PegawaiPFersonaiia
Belanja Barang dan Jasa
Belanja Perjalanan Dings
Belanja Pemeliharaan

Belanfa Operasi dan Pemeliharaan
Belanja PegawaiPersonalia
Belanja Barang dan Jasa

Belanja Perjalanan Dinas

Belania Pemeiiharaan

Belanja Modal/Pembangenan
Petayanan Publik

Belanja Adminisirasi Umum
Beianfa PegawalPersonalia
Belanja Barang dan Jasa.

8Bpianja Perjalonan Dinas

Belanja Cperasi dan Pemeliaraan
Befanja PegawaiPersonalia .
Baianja Barang dan Jasa

Belanja Parjalanan Dinas

Belanja Pemafiharaan |

Belanja ModatPembangunan

Befanja Bagi Hasi! dan Bantuan Keuangan

Balanja Tidak Tersangka
Jumiah Belanja

Surpius / {Defisit)




W PEMBIAYAAN
34 Penerimaan Daerah

ERR1 Sisa Lebih Perhitungan Anggdran Tabun Lalu
3.1.2 | Treasfer dar Dana Cadangan

212 1 Penerimaen Pinizman den Obligas

314 Hasil Penjualan Aset Daerah Yang Dipisahkan

Jumish Penerlmaan Daerah

3.2, Pengeluaran Daerah
321 Transfer ke Dana Cadangan
3.2.2 Penyertzan Modal

323 Pambayaran Utang Pokok Yang Jatuh Tempo
324 | Sisa Lebih Perhitungsn Anggaran Tahun Berjalan

Jumiah Pengefuaran Dasrah
Jumish Pembizyazn
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Tampiran i : QARUN KABUPATEN ACEH TAMIANG
TENTANG POKCK-POKOK PENGE.
LOLAAN KEUANGAN DAERAH

NOMOR : 21 TAHUN 2003

TANGGAL :
’ 26

PEMERINTAH KABUPATEN ACEH TAMIANG
RINCIAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN

BIDANG PEMERINTAHAN :
UNIT ORGANISASI:

KODE URAIAN KELOMPOK, JENIS, JUMLAH
DAN OBYEK
1 2 3 4

|_ JUMLAH
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CARAPENGISIAN :
1. BaganJudul  Diisi Bidang Pemerintahan
Diis Unit Organisasi-Perangkat Dagrah

2. Kolom 1 Ditst Kode Rekening Kelompuk Jenls, dan Obyek
Belanja dan F (Khusus Belania
O’klasrﬁkss'kan ke dalam Baglan Betanja Aparatur Daerah

dan Pelayanan Pubiik)

3. Kolom 2 Diisi Nama Rekening Kelompok, Janis, dan Obyek APED*
4. Kolom 3 Dilsi Jumlah Anggaran
5. Kolom 4 Diisi Dasar Hukum APBD.

Jika dipar inf dapat dibuatkan p

tersendlii.

6. Kolom 3 dilakukan penjumiahan ke bawah-sebagai berikut :
- Pendapatan, Belarja, Surplus (Defsi). dan Pembiayaan
- 0 g Kelompok F Belanja dan
Pembiayaan
Khusus Be\mja juga dilakukan penjumizhan untuk
Bagian Belanja Aparatur Dasrah dan Bagian Belanja
Pefayanan Publik
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Eampiran I @ QAMUN KABUPATEN ACEH TAMIANG
TENTANG POKOK-POKOK PENGELOLAAN
KEUANGAN DAERAH |

NOMOR I 21 TAHUN 2008
TANGGAL

PEMERINTAH KABUPATEN ACEH TAMIANG
REKAPITULASI APBD BERDASARKAN BIDANG PEMERINTAHAN DAN UNIT ORCANISAS)
TAHUN ANGGARAN ..

KODE JLAMAK BIZANS DAY PEATARITAY FELANIA | BELARIA | LMLAH | SURPLLS | PEMBIATRAN | FaMalAYAAN JIMLAK
FEK. | LNIT ORGANSASI APSRATUR | PR | BELAMA | DEFIGIT | FEREAIMAAY | PEHAEUIAMAN | PEMBLAMAN
1 2 3 4 5 B T=3-8 8 L] W=8.0

SUMLAH
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CARA PENGISIAN :

s Kofom 1

Koo 2

Kolom 3
Kojom 4
Kolom 5
Kolom &

Kelom 7

Kolom 8
Kelom 8
Kolom 10

Diisi kode rexening Bidang Pemerintahan dan Unlt Organisasi
Perangkat Dasrah.

Diisi nama Bidang Pamerintahan dan setiap Bidang Pemerintahan
diisi nama Unit Organisasi gkat Daerah yang gl

Diisi Jumlah Anggaran Pendapatan Daerah.

Ditsi Jumiah Anggaran Belanja Aparatur Daerah.

Ditsi Jumiah Anggaran Belanjs Pelayanan Publik.

Diisi Jurmlah Anggaran Belanja.

Juralah kaiom ini merupakan hasil penjumiahan kolom 4 dangan
kolom 5

DiisiJumiah Anggarzn Surplus atau Defisit, fika: merupakan jumiah
defisit nilai rupian pada. kolom ini diberi tanda kurung buka dan
kurung tutup.

Jurniah kalom ini merupakan hasil pengurangan kolom 3 terhadap
fealarm 6.

D

lah Angg i berupa f Dagrah.
sl Jurnlah Anggaran Pembiayaan berupa Pengeluaran Dagrah.
Diisi Jumizh Anggaran Pembizyaan.

Juinlah kolom ini merupakan hasil pengurangan kolom 6 terhadap

- kolom 9, jika jumiah kolom 8 lehih kecil danipads jumiah kolorm 9,

rilal rupiah kotom inl dibar tanda kurung buka dan kurung tufup.

Masing-masing kolom 3 sampai dengan kolom 10 dilakukan penjurizhan per
Bidang Pemerintahan.
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Lampiran IV : QANUN® KABUPATEN AGEH TAMIANG
TENTANG POKOK-POKOK PENGELOLAAN
KEUANGAN DAERAH s
NOMOR @ 21 TAHUN 2003

TANGGAL

21
26 RAMADHAN

PEMERINTAH KABUFATEN ACEH TAMIANG
DAFTAR PIUTANG DAERAH
TANGGAL ¥ ;

SO0 WAL | PENANLARAN SALGO AR
HO. | JENS PTG { BAMK DEBITUR | TBluwwcrn ® | 5 " e
(Rp) {Fs) (Fp} L
1 2 E) 4 6 7
SUMLAK

") Diisi Tangpal pada akhir bulan atau akhir tshun.
2 Diisi Tonggal pada awal bulan atau swai tahun,
¥ Diisi Periode yang mencaiup tenggal pada saide awal sampal dangan tanggal pada saldo akhir,
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Lampiran ¥ : QANUN KABUPATEN AGEH TAMIANG
TENTANG ‘POKOK-POKOK PENGELOLAAN
KEUANGAN DAERAH
NOMOR  : 21 TAHUM 2003
TANGEAL ¢ Z1NOVEMBER 200d M.
28 RAMADHAN 1424 1.

PEMERINTAH KABUPATEN ACEH TAMIANG
DAFTAR INVESTASI DAERAH
TANGGAL ™ :

UHI Tk | GALDD ANGL | PENAMEATIAN | PENCUNANGAN | SALDO ARA,

w0 | NS EsTas | PEReas | PeRUsARAMY |TOL... kLl L F1T8L, o | | PELELASA
WESTAS | LEMBAGA (o) iR}

1 ] s 1 5 8 )

JUMLAH

! Diisl Tanggal pada akhir bulan atau akhl tahun,
@ ' Disl Tanggal pada awal bulan atau awal tahun.
@ ¥ Disl Parlode yang mencakup tanggal pada sado aval sampal dangan tanggal pade ssldo akhir,




Lampiten VI : QANUN KABUPATEN ACEH TAMIANG t
TENTANG POKOK-POKOK.PENGELOLAAN 5 !

KEUANGAN DAERAH
NOMOR @ 21 TAHUN 2003 3:
TaneoaL ; LNGVEVDER 2003

26 RAMADHAN 1424 H.

PEMERINTAH KABUPATEN ACEH TAMIANG
DAFTAR AKTIVA TETAP DAERAH

TANGGAL ¥ :
) SO0 AL FEREIRARERS
URALAN Pl a 3 .o
i
V 2 5
JEMLAR

*) Diisi Tanggal pada akhir buian atau akhir fahun,
2! Diigi Tanggal pada awal bulan atay awal tahun,
# Diisi Periode yang mancakup tanggal pads selde awal sampal dengan tanggal pada saido akhly, §




Lampiran Vil QANUN KABUPATEN ACEH TAMIANG
TENTANG POKOK-POKOK PENGELOLAAN
KEUANGAN DAERAH s

NOMOR : 21 TAHUN 2003

TANGGAL

PEMERINTAH KABUPATEN ACEH TAMIANG
DAFTAR DANA CADANGAMN DAERAH

TANGGAL Y
WSO Wi | S0 ML | ey | peurn | SALUD RKAR
WO MEHGABAKA se | BRRDAG | T g | T | DGBMERN | b sy
TANA CAIAGAN DA CAANGAY iRl (i) (A (Rl
1 2 k) 4 5 § I B
JUMLAY i

- Cist Tanggel pada akhic bulan atey akhir tahun.
@ " Dii Tenggal pada anal bulan stau awal tahun,
S @ Diist Periode yang mencakup tenggal pada salde awal sampal dengan langgal pada saldo akhir



Lampiran VIl :

QANUN KABUPATEN ACEH TAMIANG
TENTANG POKOK-POKOK PENGELOLAAN

KEUANGAN DAERAH

NOMOR  : 21 TAHUN 2003

TANGEAL - 2
P

- PEMERINTAH KABUPATEN ACEH TAMIANG
DAFTAR UTANG / PiNJAMAN DAERAH

TANGGAL Y :
‘TANGEAL f NO. s.mm MW. SALDD AsHE
UAKIAN S, GUB/BUPTWALICTA. — L, D] PERELASIN
dih SK. PERSETUMGAN DPAD U\JJ

1

2

3

JUMLAN

"I Diisi Tanggal pada akhir bulan atau akhir tahun,

™ Ditst Tanggal pada awal bulan atay awel tahun.
J yang mencakup fanggal pada salo awal sampet dongan tanygsl pada sakdo akhis
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